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Abstract

Land procurement for development in the public interest is an activity to obtain land by
providing compensation to those who release land, buildings, plants, and objects related to land.
This activity often causes problems in the community where disputes over land acquisition for
the public interest are often caused by disagreements regarding the determination of the
compensation price, including due to coercion from the parties, both the government
determining the price unilaterally, as well as those who are entitled to the land claiming it.
unreasonable price. This is the rationale for writing a thesis to answer problems so that
problems do not continue to occur in land acquisition for the public interest.
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Abstrak

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan untuk
mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan tanah,
bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kegiatan ini sering
menimbulkan masalah di masyarakat dimana sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan
umum sering disebabkan karena ketidak sepakatan tentang penentuan harga ganti rugi,
diantaranya yaitu karena adanya pemaksaan dari para pihak, baik pemerintah yang menentukan
harga secara sepihak, maupun pihak yang berhak atas tanah yang menuntut harga yang tidak
wajar. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk melakukan penulisan skripsi untuk
menjawab permasalahan agar tidak terus menerus terjadi permasalahn dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum, maka harus diketahui bagaimana bentuk, dasar, dan cara penetapan
ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kata kunci : Pengadaan Tanah, Pembangunan, Kepentingan Umum, Ganti Rugi.

I. PENDAHULUAN
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anah merupakan kebutuhan hidup
manusia yang sangat mendasar dan
penting bagi manusia. Manusia
hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah,
sehing-ga dapat dikatakan hampir semua
kegiatan hi-dup manusia, baiksecara langsung
maupun ti-dak langsung selalu memerlukan
tanah. Secara hakiki, makna dan posisi strategi
tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia,
tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga
aspek sosial, ekonomi, politik dan aspek
hukum.

Menurut Limbong (2015:130), tanah
bagi masyarakat memiliki makna multidimen-
sional. Makna tanah dari segi hukum, tanah
dikuasi oleh negara artinya tidak harus dimiliki
negara. Negara memiliki hak untuk menguasai
tanah, melalui fungsi negara untuk mengatur
dan mengurus. Makna tanah tidak harus dimi-
liki oleh negara adalah, ada hak perorangan
masyarakat terhadap tanah yang dimiliki oleh
negara. Sumber hak milik perorangan adalah
hak atas tanah milik bersama dan hak milik
perseorangan, ada pula hak tanah ulayat yang
menurut hukum adat adalah hukum asli bangsa
Indonesia, artinya hak masyarakat yang dilin-
dungi oleh undang- undang. Pemahaman hak
milik perorangan diikuti fungsi sosial, yang

artinya tanah milik perseorangan bukan saja

dipergunakan tanpa merugikan orang lain,
Justru harus diletakkan dalam rangka peman-
faatan untuk kesejahteraan umum. Makna ta-
nah secara politik, dapat menentukan posisi
seseorang dalampengambilan keputusan ma-
syarakat. Secara sosial, posisi seseorang yang
memiliki tanah dapat menentukan tinggi ren-
dahnya status sosial pemiliknya.
II. KAJIAN TEORI
Pengertian Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum

Istilah “pengadaan tanah” secara yuridis
pertama kali dikenal sejak keluarnya Keputu-
san Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 sebagai penganti Keppres diatas,
disebutkan bahwa ‘“pengadaan tanah adalah
setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah
dengan cara memberikan ganti rugi kepada
yang melepaskan atau menyerahkan tanah, ba-
ngunan, tanaman, dan benda-benda yang
berkaitan dengan tanah atau dengan pencabu-
tan hak atas tanah.” Pasal 1 Angka 3 Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengubah
lagi pengertian pengadaan tanah, disebutkan

bahwa “Pengadaan Tanah adalah setiap kegia-

tan untuk mendapatkan tanah dengan cara
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memberikan ganti rugi kepada yang melepas-
kan atau menyerahkan tanah, bangunan, tana-
man, dan benda-benda yang berkaitan dengan
tanah”. Pengaturan pengadaan tanah dalam
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Ta-
hun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pem-
bangunan untuk Kepentingan Umum menya-
takan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegia-
tan menyediakan tanah dengan cara memberi
ganti kerugian yang layak dan adil kepada
pihak yang berhak”.
Tujuan Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum

Tujuan pengadaan tanah untuk kepenti-
ngan umum adalah menyediakan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan guna meningkat-
kan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,
negara, dan masyarakat dengan tetap menja-
min kepentingan hukum Pihak yang berhak.

Semakin banyaknya pelaksanaan pem-
bangunan untuk kepentingan umum pada
hakikatnya pengadaan tanah untuk kepenti-
ngan umum penting di lakukan, dimana me-
merlukan bidang tanah dalam jumalah yang
besar. Tetap saja, pelaksanaannya perlu dila-
kukan secara cepat dan transparan dengan

memperhatikan prinsip penghormatan terha-

dap hak-hak yang sah atas tanah.

Pengadaan tanah sudah dikenal sejak
masa pemerintahan Kolonial Belanda dahulu.
Istilah pengadaan tanah masa itu lebih dikenal
dengan istilah pencabutan hak (onteigenings).
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok
Agraria (UUPA), maka masalah pengadaan
tanah untuk kepentingan umum mulai menda-
pat perhatian dan pengaturan sesuai dengan
hukum agraria nasional. Sebagaimana dalam
Pasal 18 UUPA, disebutkan bahwa untuk ke-
pentingan umum, termasuk kepentingan bang-
sa dan negara serta kepentingan bersama dan
rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut de-
ngan memberi ganti kerugian yang layak dan
menurut cara yang diatur dengan undang-un-
dang. Ketentuan Pasal 18 UUPA itu pada ha-
kekatnya merupakan pelaksanaan dari asas
dalam Pasal 6 UUPA, yaitu semua hak tanah
mempunyai fungsi sosial. Sebagai pelaksana-
an ketentuan Pasal 18 UUPA, maka pencabu-
tan tanah untuk kepentingan umum diatur
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan
Benda-Benda di Atasnya.

Asas-asas Pengadaan Tanah  untuk
Kepentingan Umum

Pengadaan tanah implementasinya ha-

ruslah memperhatikan prinsip (azas) sebagai-

144



YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA

Volume 6 Nomor 5 Edisi Desember 2021 (142-157)

mana yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang terkait. Dalam

Hukum Tanah Nasional dikemukakan menge-

nai asas-asas yang berlaku dalam penguasaan

tanah dan perlindungan hukum bagi pemegang

hak atas tanah, yaitu:

1.

Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah
oleh siapapun dan untuk keperluan apapun,
harus dilandasi hak pihak penguasa sekali-
pun, jika gangguan atas tanah yang disedia-

kan oleh hukum tanah Nasional.

. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah

tanpa ada landasan haknya (illegal) tidak
dibenarkan dan diancam dengan sanksi

pidana.

. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah

yang berlandaskan hak yang disediakan
oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh
hukum terhadap gangguan dari pihak mana-
pun, baik oleh sesama anggota masyarakat
maupun pihak penguasa sekalipun. Jika
gangguan tersebut tidak ada landasan hu-
kumnya
Bahwa oleh hukum disediakan berbagai
sarana hukum untuk menanggulangi gang-
guan yang ada, yaitu:
a. Gangguan oleh sesama anggota masya-
rakat; gugatan perdata melalui Pengadi-

lan Negeri atau meminta perlindungan

kepada Bupati/Walikotamadya menurut
Undang- undang Nomor 51 Prp Tahun
1960.
b. Gangguan oleh Penguasa: gugatan mela-
lui Pengadilan tata Usaha Negara.
Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan
oleh siapapun dan untuk keperluan apapun
(juga untuk proyek kepentingan umum) pe-
rolehan tanah yang dihaki seseorang harus
melalui musyawarah untuk mencapai kese-
pakatan, baik mengenai penyerahan tanah-
nya kepada pihak yang memerlukan mau-
pun mengenai imbalannya yang merupakan
hak pemegang hak atas tanah yang bersang-
kutan untuk menerimanya.
Bahwa hubungan dengan apa yang tersebut
diatas, dalam keadaan biasa, untuk mempe-
roleh tanah yang diperlukan tidak dibenar-
kan adanya paksaan dalam bentuk apapun
dan oleh siapapun kepada pemegang hak-
nya, untuk menyerahkan tanah kepunyaan-
nya dan atau menerima imbalan yang tidak
disetujuinya, termasuk juga penggunaan
lembaga “penawaran pembayaran diikuti
dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri”
seperti yang diatur dalam Pasal 1404 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Dibenar-

kan dan diancam dengan sanksi pidana.
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5. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah
yang berlandaskan hak yang disediakan
oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh
hukum terhadap gangguan dari pihak mana-
pun, baik oleh sesama anggota masyarakat
maupun pihak penguasa sekalipun. Jika
gangguan tersebut tidak ada landasan
hukumnya

6. Bahwa oleh hukum disediakan berbagai
sarana hukum untuk menanggulangi gang-
guan yang ada, yaitu:

a. Gangguan oleh sesama anggota masya-
rakat; gugatan perdata melalui Pengadi-
lan Negeri atau meminta perlindungan
kepada Bupati/Walikotamadya menurut
Undang- undang Nomor 51 Prp Tahun
1960.

b. Gangguan oleh Penguasa: gugatan mela-
lui Pengadilan tata Usaha Negara.

Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan

oleh siapapun dan untuk keperluan apapun

(juga untuk proyek kepentingan umum) pe-

rolehan tanah yang dihaki seseorang harus

melalui musyawarah untuk mencapai kese-
pakatan, baik mengenai penyerahan tanah-
nya kepada pihak yang memerlukan mau-
pun mengenai imbalannya yang merupakan
hak pemegang hak atas tanah yang bersang-

kutan untuk menerimanya.

7. Bahwa hubungan dengan apa yang tersebut
diatas, dalam keadaan biasa, untuk mempe-
roleh tanah yang diperlukan tidak dibenar-
kan adanya paksaan dalam bentuk apapun
dan oleh siapapun kepada pemegang hak-
nya, untuk menyerahkan tanah kepunyaan-
nya dan atau menerima imbalan yang tidak
disetujuinya, termasuk juga penggunaan
lembaga “penawaran pembayaran diikuti
dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri”
seperti yang diatur dalam Pasal 1404 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.

Konsep Kepentingan Umum

Istilah kepentingan umum merupakan
suatu konsep yang sifatnya begitu umum dan
belum ada penjelasan secara lebih spesifik dan
terinci untuk operasionalnya sesuai dengan
makna yang terkandung dalam istilah tersebut.

Secara sederhana kepentingan umum dapat

dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau

kepentingan orang banyak atau tujuan yang
luas, namun pengertian ini mempunyai bata-
san. Kepentingan umum adalah termasuk ke-
pentingan bangsa dan Negara serta kepenti-
ngan bersama dari rakyat dengan memperhati-
kan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan
hankamnas atas dasar asas-asas Pembangunan
Nasional dengan mengindahkan Ketahanan

Nasional serta Wawasan Nusantara.
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Undang-Undang Pokok Agraria dalam
Pasal 18, menyatakan bahwa: “Untuk kepenti-
ngan umum, termasuk kepentingan Bangsa
dan Negara serta kepentingan bersama dari
rakyat, hak- hak atas tanah dapat dicabut, de-
ngan memberi ganti kerugian yang layak dan
menurut cara yang diatur dengan Undang-
undang”.

Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria
maka kepentingan umum termasuk kepenti-
ngan bangsa dan Negara serta kepentingan
bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut, dengan memberikan ganti kerugian
yang layak menurut cara yang diatur dengan
undang-undang. Kepentingan umum ini sama
dengan dianut oleh Undang-Undang Pokok
Agraria hanya ditambah satu kriteria baru yak-
ni untuk kepentingan pembangunan.

Diadakan tidak berhasil memperoleh ke-
sepakatan, dapat dilakukan pengambilan seca-
ra paksa, dalam arti tidak memerlukan persetu-
juan pemegang haknya, dengan menggunakan
acara “pencabutan hak” yang diatur dalam Un-
dang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-
Benda Yang Ada Diatasnya.

1. Bahwa dalam perolehan atau pengambilan
tanah, baik atas dasar kesepakatan bersama

maupun melalui pencabutan hak, pemegang

haknya berhak memperoleh imbalan atau
ganti kerugian, yang bukan hanya meliputi
tanahnya, bangunan dan tanaman pemegang
hak, melainkan juga kerugian-kerugian lain
yang diderita sebagai akibat penyerahan
tanah yang bersangkutan.

2. Bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau
ganti rugi tersebut, juga jika tanahnya di-
perlukan untuk kepentingan umum dan
dilakukan pencabutan hak, haruslah sede-
mikian rupa, hingga bekas pemegang hak-
nya tidak mengalami kemunduran, baik da-
lam bidang sosial maupun tingkat ekono-
minya.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun
1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksa-
naan Pembangunan Untuk Kepentingan U-
mum Pasal 1 angka 3, kepentingan umum ada-
lah kepentingan untuk seluruh lapisan masya-
rakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Ta-
hun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pem-
bangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1
angka 6

Kepentingan Umum adalah kepentingan
bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus
diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Lingkup kegiatan Pembangunan untuk

kepentingan umum meliputi:

147



YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA

Volume 6 Nomor 5 Edisi Desember 2021 (142-157)

Berdasarkan Pasal 5 angka 1 Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pe-
ngadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangu-
nan Untuk Kepentingan Umum dibatasi untuk:
1. Jalan umum, saluran pembuangan air;

2. Waduk, bendungan, dan bangunan, pe-
ngairan lainnya termasuk saluran irigasi;

3. Rumah sakit umum dan pusat-pusat kese-
hatan masyarakat;

4. Pelabuhan atau Bandar udara, atau ter-

minal;

. Peribadatan;

. Pendidikan atau sekolahan,;

. Pasar umum, atau pasar inpres;

. Fasilitas pemakaman umum;

O 00 3 O WD

. Fasilitas keselamatan umum seperti antara
lain tanggul penanggulangan bahaya ban-

jir, lahar dan lain-lain bencana;

10.
1.
12.

13.
14.

Pos dan Telekomunikasi;

Sarana Olah Raga;

Stasiun penyiaran radio, televisi, beserta
sarana pendukungnya;

Kantor pemerintah;

Fasilitas

angkatan bersenjata republik

Indonesia.

Kewenangan Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum

Kewenangan Negara dalam pengambil

alithan hak atas tanah untuk kepentingan

umum di Indonesia diderivasikan dari Hak
Menguasai Negara. Berbeda dengan di Ameri-
ka Serikat yang bersumber pada eminent do-
main, dimana Negara (pemegang kedaulatan)
diyakini memilikikewenangan tersebut secara
inheren. Dan meskipun kedua prinsip ini di-
percaya telah menderivasikan (dan memberi-
kan di Amerika Serikat) kewenangan tersebut,
tetapi secara filosofis-historis kedua prinsip ini
berbeda. Hak Menguasai Negara adalah prin-
sip yang justru lahir untuk menghapus prinsip
domein negara yang menjadi landasan filoso-
fis dari eminent domain.

Hak Menguasi Negara memberikan ke-
wenangan pengaturan dan penyelenggaraan
bagi Negara. Dan dalam perkecualian untuk
kepentingan umum, baru dapat mengambilalih
hak atas tanah rakyat. Sedangkan eminent do-
main dianggap sebagai kekuasaan yang inhe-
ren dalam sebuah kekuasaan Negara (kedau-
latan), dan menempatkan Negara sebagai “in-
dividu” yang dapat melakukan hubungan h-
ukum sebagaimana individu (orang). Sehingga
logika berpikir dalam eminent domain ini ada-
lah bahwa karena Negara tidak memiliki se-
mua tanah maka Negara harus membayar
kompensasi jika Negara memerlukan tanah
milik rakyat untuk penyelenggaraan kepenti-

ngan umum tersebut. Berbeda dengan Hak
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Menguasai Negara yang dalam UUPA me-

nempatkan Negara sebagai personifikasi
seluruh rakyat untuk mengatur, menyelengga-
rakan peruntukkan, mengatur dan menentukan
hubungan rakyat dan tanah, tetapi hanya
bersifat hukum publik. Menurut asas ini, Ne-
gara tidak dapat memiliki tanah sebagaimana
perseorangan, meskipun Negara dapat me-
nguasai tanah Negara. Prinsip ini harus
ditafsirkan sebagai peran Negara, yaitu seba-
gal wasit yang adil yang menentukan aturan
main yang ditaati oleh semua pihak dan bahwa
Negara juga tunduk pada peraturan yang
dibuatnya sendiri ketika turut berperan sebagai
aktor.
Tinjauan Umum Penguasaan Tanah
Pengertian penguasaan dan menguasai
dapat dipakai dalam arti fisik dan dalam arti
yuridis, juga beraspek perdata dan beraspek
publik. Dalam arti fisik secara nyata peme-
gang hak menguasai tanah (tanah dalam pe-
nguasaan). Penguasaan dalam arti yuridis
dilandasi oleh “hak” yang dilindungi oleh hu-
kum dan umumnya memberi kewenangan ke-
pada pemegang hak untuk menguasai secara
fisik tanah yang menjadi haknya. Tetapi ada
juga penguasaan yuridis yang biarpun membe-
rikan kewenangan untuk menguasai tanah

haknya secara fisik, pada kenyataannya pe-

nguasaan fisiknya dilakukan pihak lain, misal-
nya kalau tanah yang dimiliki disewakan ke-
pada pihak lain dan penyewa yang menguasai-
nya secara fisik, atau tanah tersebut dikuasai
pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik
tanah berdasarkan penguasaan yuridisnya ber-
hak menuntut diserahkannya kembali tanah itu
secara fisik kepadanya. Pengertian penguasaan
dan menguasai tersebut di atas dipakai dalam
aspek perdata. Pengertian penguasaan dan
menguasai dalam aspek publik tercermin
dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dinyata-
kan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh ne-
gara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Kemudian dalam UUPA
dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA yang
menyatakan:

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat
(3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam
yang terkandung didalamnya itu pada ting-
katan tertinggi dikuasai oleh negara, seba-
gai organisasi seluruh rakyat.

2. Hak menguasai dari Negara termaksud da-
lam Ayat (1) pasal ini memberi wewenang

untuk :
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a. Mengatur dan menyelenggarakan perun-
tukan, penggunaan, persediaan dan pe-
meliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang me-
ngenai bumi, air dan ruang angkasa.

1. Wewenang yang bersumber pada hak
menguasai dari Negara tersebut pada Ayat
(2) pasal ini digunakan untuk mencapai se-
besar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti
kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdeka-
an dalam masyarakat dan negara hukum
Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan
makmur;

2. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada
daerah-daerah swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan
dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional, menurut ketentuan-ketentuan
peraturan pemerintah.

Hak Atas Tanah

Ketentuan hak-hak atas tanah diatur

dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA, yaitu “Atas

dasar hak menguasai negara atas tanah sebagai
yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan
adanya macam-macam hak atas permukaan
bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberi-
kan kepada dan dipunyai oleh orang-orang,
baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang- orang lain serta badan-badan hukum”.

Hak atas tanah yang bersumber dari hak
menguasai negara atas tanah dapat diberikan
kepada perseorangan baik Warga Negara Indo-
nesia maupun warga negara asing, sekelompok
orang secara bersama-sama, dan badan hukum
baik badan hukum privat maupun badan hu-
kum publik.

Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal
16 Ayat (1) UUPA yang menyatakan sebagai
berikut :

“Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud
dalam Pasal 4 Ayat (1) adalah :
a. Hak Milik
Hak Guna Usaha

o

Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak Sewa

/e o

Hak membuka tanah

Hak memungut hasil hutan

= @ oo

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam
hak-hak tersebut di atas yang akan ditetap-
kan dengan Undang-Undang serta hak-hak
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yang sifatnya sementara, sebagai yang
disebut dalam Pasal 53.

Hak-hak atas tanah yang sifatnya
sementara tersebut diatur dalam Pasal 53 Ayat
(1) yang bunyinya sebagai berikut :

“Hak-hak yang sifatnya sementara seba-
gail yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1)
huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil,
hak menumpang, dan hak sewa tanah perta-
nian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya
yang bertentangan dengan Undang-Undang ini
dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya da-
lam waktu singkat.”
III. METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah
Kantor Dinas Perumahan Permukiman dan
Kota Tidore Kepulauan Jin. Sultan Mansyur
No. 01 Kelurahan Tomagoba Kecamatan Ti-
dore Kota Tidore Kepulauan. Adapun alasan
penulis memilih lokasi tersebut, karena sesuai
dengan fokus masalah penelitian yang dilaku-
kan.
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni
dengan memberikan gambaran secara khusus

berdasarkan data yang dikumpulkan secara

kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada

pemecahan masalah-masalah yang ada pada
masa sekarang, pada masalah-masalah yang
aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula
disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.
Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada,
berdasarkan data yang telah masuk dan diolah
sedemikian rupa dengan meneliti kembali,
sehingga analisis dapat diuji kebenarannya.
Analisis data ini dilakukan peneliti secara
cermat dengan berpedoman pada tipe dan
tujuan dari penelitian yang dilakukan.
IV. HASIL PENELITIAN
Gambaran Umum Dinas Perumahan,
Permukiman Dan Pertanahan Kota Tidore
Kepulauan
Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kota Tidore Kepulauan sebagai
salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang
ada di lingkungan Pemerintah Kota Tidore
Ke-pulauan berdasarkan Peraturan Walikota
Tido-re Kepulauan Nomor 37 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota
Tidore Ke-pulauan yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggung-jawab langsung kepada
Walikota Tidore Ke-pulauan dengan tugas
Wali-kota dalam

pokok membantu
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melaksanakan Urusan Pemerinta-han Bidang

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang

menjadi

Pembantuan

kewenangan Daerah dan Tugas

diberikan  kepada

yang

Kabupaten/ Kota. Dengan susunan organisasi

sebagai berikut:

1.
2.

Kepala Dinas

Sekretaris, membawabhi :

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepega-
waian

2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Ke-
uangan

Kepala Bidang Permukiman

1. Seksi Pengembangan Kawasan Permu-
kiman

2. Seksi Pengembangan Air Minum Dan
Penyehatan Lingkungan Permukiman

Kepala Bidang Perumahan Dan Bangunan

Gedung

1. Seksi Perumahan

2. Seksi Penataan Bangunan Dan Jasa Ko-

nstruksi

. Kepala Bidang Pertanahan

1. Seksi Pengadaan Tanah
2. Seksi Penataan Dan Pengendalian

Kelompok Jabatan Fungsional

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA
Volume 6 Nomor 5 Edisi Desember 2021 (142-157)

Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan

Struktural Dinas Perumahan, Permukiman

Dan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan

NO. Pangkat/ Gol Jumlah Prosentase
1 Kepala Dinas 1 4,55
2 Sekretaris 1 4,55
3 Kepala Bidang 3 13,64
4 Kepala Seksi 6 27,27
5 Kasubag 2 9,09
6 JFU 9 40,90
Jumlah 22 100

Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat

Golongan Dinas Perumahan, Permukiman

Dan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan

No. Pangkat/ Gol Jumlah | Prosentase
1 Pembina Utama Muda IV/c 1 4,55
2 Pembina Tk. I IV/b - -

3 Pembina IV/a 4 18,18
4 Penata Tk. I 11I/d 7 31,82
5 Penata I1l/c 7 31,82
6 Penata Muda Tk. I I11I/b - -
7 Penata Muda I11/a - -
8 Pengatur Tk. 1I/d 2 9,09
9 Pengatur I1/c - -
10 Pengatur Muda Tk. 1 II/b 1 4,55
Jumlah 22 100

Komposisi PNS Berdasarkan Kualifikasi

Pendidikan Dinas Perumahan,

Permukiman Dan Pertanahan Kota Tidore

Kepulauan
No. Pangkat/ Gol Jumlah | Prosentase
1 Pasca Sarjana (S2) 4 18,18
2 Sarjana (S1) 15 68,18
3 SMA Sederajat 3 13,64
Jumlah 22 100
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Komposisi PNS Berdasarkan Eselon Dinas
Perumahan, Permukiman, Dan Pertnahan

Kota Tidore Kepulauan

No. Pangkat/Gol | Jumlah Prosentase
1 Eselon 11/b 1 7,07
2 Eselon I1l/a 1 7,07
3 Eselon I1I/b 3 23,07
4 Eselon IV 8 61,53
Jumlah 13 100
Pembahasan
Konflik Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Yang Terjadi Di Kota Tidore Kepulauan

Timbulnya berbagai Konflik dalam ke-
giatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan umum yang terjadi di Kota
Tidore Kepulaun yang dilakukan oleh Peme-
rintah Daerah, maka perlu di bentuknya suatu
Dinas yang mempunyai Tugas pokok dan
fungsi untuk membantu Walikota dalam me-
laksanakan urusan pemerintahan bidang Peru-
mahan, Permukiman dan pertanahan. Maka di
bentuknya OPD terkait berdasarkan PERWA-
LI No. 37 tahun 2016

Dari hasil wawancara dengan Bapak
Drs. Muslihin. M. Si pada tanggal 5 Oktober
2021 mengatakan bahwa :Kota Tidore sebagai
salah satu Kota di Maluku Utara yang Masih
baru tentunya banyak mengadakan pembangu-
nan-pembangunan yang tidak lepas dari pe-
nyelenggaraan pengadaan tanah yang melibat-

kan banyak pihak yaitu Pemerintah Swasta dan

Masyarakat maka perlu dipahami bersama-
sama agar kegiatan pengadaan tanah tidak
sampai menimbulkan Konflik yang berkepan-
jangan di kalangan Pemerintah dan masyara-
kat itu sendiri.

Kebutuhan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum di Kota Tidore Ke-
pulauan dilakukan dengan Pengadaan tanah
yang sebagian besar tanah adalah milik war-
ga masyarakat, di sebabkan tanah milik Nega-
ra yang tidak mencukupi lagi bagi pembangu-
nan tersebut. Maka konsekuensinya pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum telah merambah hingga meliputi tanah-
tanah milik masyarakat yang meliputi area
permukiman, tempat usaha baik Pertanian.
Perkebunan serta perikanan milik pribadi war-
ga maupun milik masyarakat.

Maka berdasarkan hasil wawancara ter-
hadap Narasumber tersebut diatas maka perlu
diadakan sosialisasi terkait pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
karena masyarakat memiliki pemahaman yang
berbeda-beda tentang pengadaan tanah, se-
hingga butuh senergitas yang melibatkan OPD
terkait Para Camat, Lurah, dan Kepala Desa
agar berkolaborasi dan saling bergandeng ta-
ngan untuk rutin menggelar sosialisasi terkait

Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
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untuk Kepentingan Umum.

Dari hasil wawancara dengan Bapak
Drs. Hi Harun Ibrahim. M. Si pada tanggal 5
Oktober 2021 mengatakan bahwa :

Banyaknya Konflik dalam Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepenti-
ngan Umum yang terjadi di Kota Tidore Kepu-
lauan yang umumnya antara Pemerintah Kota
dan warga masyarakat terkait proses penga-
daan tanah tersebut permasalahannya diteng-
garai karena warga tidak menerima atas kepu-
tusan Pemerintah mengenai bentuk dan besa-
ran ganti Kerugian.

Maka berdasarkan hasil wawancara ter-
sebut diatas maka Peneliti perlu untuk meng-
kaji kembali bentuk kebijakan ganti kerugian
pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan un-
tuk kepentingan Umum di Kota Tidore Kepu-
lauan dengan berbasis pada Nilai keadilan So-
sial. Konflik ganti kerugian pada kegiatan pe-
ngadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepen-tingan umum di Kota Tidore Kepulauan
di pandang sebagai fenomena bahwa
kebijakan ganti kerugian yang daiatur dalam
Undang — Undang No. 2 tahun 2012 tentang
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan u-mum dan PP Nomor 19 tahun
2021, dijalakan secara benar sehingga tidak

melanggar Konsti-tusi UUD 1945.

Dari hasil wawancara dengan Bapak
Drs. Muslihin. M. Si pada tanggal 5 Oktober
2021 mengatakan bahwa :Terkait timbulnya
berbagai kasus dalam Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk kepentingan umum antara
Pemerintah dan mayarakat yang disebabkan
minimnya anggaran yang melekat pada Dinas
Terkait, yang mana tiap tahunnya selalu di
anggarkan Pemerintah Daerah dalam menyu-
sun RAPBD mengacu pada KUAPPS yang
salah satunya adalah anggaran yang melekat
pada Dinas Perumahan Permukiman dan Per-
tanahan yakni anggaran untuk Pengadaan
Tanah pada Kenyataannya selalu saja belum-
lah maksimal.

Sehingga Kegiatan mengenai Pengadaan
Tanah yang di lakukan Pemerintah Kota Tido-
re Kepulauan melalui Dinas terkait selalu ter-
kendala anggaran yang minim, maka kegiatan
pembayaran ganti kerugian di tunda sampai
batas waktu yang ditentukan,

Contoh berkaitan dengan ganti rugi mi-
salnya pengadaan tanah/ tanaman untuk pem-
bangunan tanggul dan normalisasi kali Akela-
ka seluas 210.000m* di desa koli dan desa kosa
masalahnya karena lokasinya terdapat di sem-
padan sungai jadi disepakati yang dibayarkan
hanya tanamannya saja. Namun karena terben-

tur minimnya anggaran pengadaan tanah yang
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melekat pada Dinas Perkimtan sehingga
kegiatan ganti kerugian tanaman di anggarkan
pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut
diatas maka Peneliti perlu untuk memberi ma-
sukan terhadap Dinas terkait agar dalam hal
menyusun anggaran pengadaan tanah agar
melibatkan Dinas-Dinas yang membutuhkan
Tanah agar dapat memasukan data tentang
kebutuhan terkait masalah pengadaan tanah di
masing-masing Dinas yang membutuhkan pe-
ngadaan tanah agar dimasukan dalam Ranca-
ngan Kegiatan Anggaran Dinas Perumahan
Permukiman dan Pertanahan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis
berpandang bahwa perolehan tanah untuk ke-
pentingan umum menggunakan dasar hukum
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak
menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Ta-
hun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas
Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya.
Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 2
Tahun 2012 dalam perolehan tanah untuk ke-
pentingan umum menggunakan asas lex poste-
riori de rogat legi priori, yaitu undang-undang
yang baru meniadakan atau mengesampingkan
undang-undang yang lama yang mengatur

materi yang sama. Berdasarkan asas ini, Un-

dang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 meniada-

kan atau mengesampingkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1961 sebagai dasar hukum
perolehan tanah untuk kepentingan umum.
Unsur-unsur dalam pengertian pengada-
an tanah, adalah: kegiatan menyediakan tanah,
ganti kerugian yang layak dan adil, dan pihak
yang berhak. Pengertian pengadaan tanah
yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Un-
dang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juncto
Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden RI Nomor
71 Tahun 2012 adalah pengertian pengadaan
tanah secara umum. Pengertian pengadaan
tanah untuk kepentingan umum merupakan ke-
giatan menyediakan tanah untuk kepentingan
umum oleh instansi yang memerlukan tanah
sesuai dan berdasar kepada rencana tata ruang
wilayah yang telah ditetapkan dengan cara
memberikan ganti kerugian yang layak dan
adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang
memerlukan tanah dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum adalah instansi.
Yang termasuk instansi menurut Pasal 1 angka
1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 juncto
Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI Nomor
71 Tahun 2012 adalah Lembaga Negara, Ke-
menterian, Lembaga Pemerintah Non Kemen-
terian, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabu-
paten / Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/
Badan Usaha Milik Negara yang mendapat pe-
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nugasan khusus Pemerintah.
V. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kendala dalam
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk ke-
pentingan umum antara lain yaitu kurang
adanya pendekatan yang bai dari pelaksana
dengan masyarakat berakibat dukungan terha-
dap pengadaan tanah untuk kepentingan u-
mum tidak optimal, pelaksanaan musyawarah
dengan menggunakan dasar penilaian harga
dari apprasial dimulai dengan harga yang
rendah, berakibat berlarut-larutnya pelaksana-
an pengadaan tanah, terhambatnya perolehan
tanah dan pembangunan fisik yang disebabkan
ketidaksepakatan harga, terjadinya peralihan
tanah yang terkena pembangunan untuk ke-
pentingan umum kepada pihak laiun, menye-
babkan permintaan ganti rugi tanah mening-
kat, kurangnya pemahaman secara menyelu-
ruh dan terperinci tentang proses pengadaan
tanah serta koordinasi antara Panitia Pengada-
an Tanah (P2T), Tim Pengadaan Tanah (Ins-
tansi Pemerintah yang memerlukan tanah), ku-
rang tersedianya dana untuk pengadaan tanah

yang memadai.
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